
Menimbang : a.

BUPATI MINAHASA

PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI MINAHASA

NOMOR 7 TAHUN 2Ot7

TENTANG

PENEMPATAN UANG DAERAH PADA BANK UMUM

DALAM BENTUK DEPOSITO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MINAHASA,

bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun

2OOT tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah Pasal 37

ayat (1) dan ayat (2), Bendahara Umum Daerah dapat

menempatkan uang daerah pada rekening di Bank

Sentral/Bank Umum yang menghasilkan bunga/jasa giro

dengan tingkat bunga yang berlaku dalam hal terjadi

kelebihan kas;

bahwa dalam rangka optimalisasi pemanfaatan Kas Daerah

untuk meningkatkan Pendapatan Daerah.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b dengan memperhatikan

kemampuan keuangan daerah dipandang perlu

menempatkan Uang Daerah pada Bank Umum dalam bentuk

deposito;

bahwa guna kepentingan dimaksud pada huruf a, huruf b
dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati Minahasa

tentang Penempatan Uang Daerah Pada Bank Umum Dalam

Bentuk Deposito.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang

Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74

Tambahan Lembaran Negara Nomor 18221 ;

b.

c.

d.

2.Undang-undang. {
I

Mengingat: 1.



2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor a286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor a355);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OlI tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2}ll Nomor 82, Tambahan l,embaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5234;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 Pemeriksaan,

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (kmbaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 66, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aaOOl;

6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

(L,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126,

Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor a$8);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2OL4 Nomor

244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor L4O, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor a5781;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2OO7 tentang

Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 83, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a7381;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 7l Tahun 2010 tentang

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165)

1 l.Peratu r^o. 1.......
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1 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 20106

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun

2otl tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2Ol2

tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 6 Tahun 2OOT

tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

(Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2OO7 Nomor

1e);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MINAHASA

UANG DAERAH PADA BANK

DEPOSITO

TENTANG PENEMPATAN

UMUM DALAM BENTUK

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Minahasa;

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur

penyelenggara pemerintah daerah;

Bupati adalah Bupati Kabupaten Minahasa;

Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut BUD adalah PPKD

yang bertindak selaku Bendahara Umum Daerah;

5. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang

daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menarnpung seluruh

penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada Bank

rrang ditetapkan;

3.

4.
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(3)

(4)

Bank Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Bank Umum

yang berlokasi di wilayah Kerja Bendahara Umum Daerah.

Deposito disimpan pada Bank Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

harus memperhatikan tingkat suku bunga yang kompetitif.

Bagian Kedua

Jangka Waktu dan Besarnya Simpanan

Pasal 4

Jangka waktu dan besaran uang daerah yang akan ditempatkan dalam bentuk

deposito pada Bank Umum, disesuaikan dengan kemampuan dan likuiditas

Keuangan Daerah.

BAB IV

MEI(ANISME

' Pasal 5

(1) BUD membuat usulan kepada Bupati mengenai besaran nominal deposito,

jangka waktu deposito beserta bank yang ditunjuk.

Apabila usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui oleh Bupati,

BUD menyiapkan Surat Pembukaan Rekening Deposito ditandatangani

oleh Bupati dan dilampiri dengan Surat Pernyataan yang ditandatangani

oleh Bupati.

Berdasarkan surat pembukuan rekening deposito dan surat pernyataan

Bupati, BUD melakukan pemindahbukuan penempatan deposito dari
rekening kas Umum Daerah ke Rekening Deposito Bank yang dituju.
Penempatan Uang Daerah pada Bank Umum dalam bentuk deposito

dituangkan dalam perjanjian penempatan deposito antara Bendahara

umum Daerah dengan Bank yang disesuaikan dengan ketentuan yang

berlaku.

(21

(3)

(4)

(5)Format..........
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Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peratura4

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten tvtinahasa.f

I

Ditetapkan di Tondano

pada tanggal f Jo'n^ra"l ,st?

Diundangkan di Tondano

pada tanggal S )^r\^Wri

SEKRETARIS DAERAH

M7

KABUPATEN MINAHASA

JEFFRY ROBBY KORENGKENG

BERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASA TAHUN 2016 NOMOR 7

BUPATI MINAHASA



Nomor

Lampiran

Perihal

BUPATI MINAHASA

: 7 fa-hrrw 2!V

Tondano, cS Januari 2Ol7

Kepada Yth.

Sdr. Pimpinan Bank Ralryat
Indonesia (BRI) Tondano

: Surat Pernyataan

: Pembukaan Rekening di -
Deposito

Tondano

Sehubungan dengan Saldo Kas Daerah cukup memadai
dan tidak mengganggu likuiditas, maka untuk mengoptimalkan
pengelolaan kas, kami akan menempatkan sebagian uang kas
daerah dalam tabungan berjangka (Deposito) atas nama
Pemerintah Kabupaten Minahasa dalam jangka waktu 1 (satu)
bulan dan diperpanjang secara otomatis setiap tanggal jatuh
tempo.

Pembukaan rekening deposito dimaksud dengan
memindahbukukan dari kas daerah ke rekening deposito, yaitu
sejumlah Rp. 20.000.000.000,- ( dua puluLt milyar rupiah )yang diiakukan oleh Bendahara Umum Daerah Berdasarkan
Peraturan Bupati Minahasa Nomor ..7.. Tahun 2ol7 Tentang
Penempatan Uang Daerah Dalam Bentuk Deposito pada Bank
Umum.

Hal ini dilakukan demi meningkatkan pendapatan Asli
Daerah (PAD) dari objek lain-lain pendapatan asli daerah yang
sah, khususnya pendapatan bunga deposito.

Tarif bunga deposito sesuai kesepakatan, yaitu tarif
maksimal sesuai dengan ketentuan yang berlaku. pendapatan
atas bunga deposito tersebut segera dipindahbuliukan
(ditransfer) pada tanggal dan hari yang sama dari Rekening
Penampungan dengan nomor rekening 0237-o1-0006L6-4o-2 ke
Rekening Kas umum Daerah Kabupaten Minahasa pada Bank
suLUTGo rondano dengan nomor rekening 008.0 r,l2.o2ooo0-3.

Demikian disampaikan atas kerjasamanya diucapkan
terima kasih.

Tembusan :

1. Ketua DPRD Kab. Minahasa di Tondano
2. Inspektur Kab. Minahasa di Tondano

JANTJE W. SA"'OW



BUPATI MINAHASA

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama

Jabatan

Alamat

a. Tidak berasal dari pinjaman
apapun dari Bank dan atau

b. Tidak berasal dari dan atau

Demikianlah pernyataan ini
sebagaimana mestinya.

JANTJE W. SAJOW

BUPATI MINAHASA

Jl. Dr. Sam Ratulangi No. 333 Kelurahan Tounkuramber,

Kecamatan Tondano Barat - Kabupaten Minahasa.

Menyatakan bahwa Deposito dari pemerintah Daerah Kabupaten
Minahasa pada Bank Ralryat Indonesia (BRI) Tondano sebesai Rp.
20.000.000.000,- ( dua puluh milgar rupiah / adalah bersumber dari dana
APBD Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2ol7, dengan tujuan untuk
meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Sumber Dana Deposito dimaksud :

atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk
pihak lain di Indonesia.

pencucian uang (money laundering).

dibuat untuk dapat dipergunakan

Tondano, 8- Januari 2OIT

Yang Menyatakan

Tembusan :

1. Ketua DPRD Kab. Minahasa di Tondano.
2- insnekfrrr Kah Minqhaca r{i'r'a-.lo-^

JANTJE W.


